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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Perpres No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet
Merah Putih 2024-2029, Kementerian Hukum dan HAM mengalami transformasi besar di
bawah Presiden Prabowo Subianto. Jika sebelumnya KEMENKUMHAM menaungi berbagai
Direktorat Jenderal, kini lembaga tersebut dipecah menjadi tiga kementerian: Kementerian
Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Ketiganya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dalam struktur baru, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum
ditetapkan sebagai unit eselon I yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Hukum,
sebagaimana diatur dalam Permenkum No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum RI.

Pada masa transisi, Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum harus beberapa kali
pindah kantor, dari Gedung Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia ke Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, dan akhirnya menuju Gedung eks-Poltekip dan Poltekim di
Depok. Perpindahan ini berdampak besar pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),
mulai dari meja, kursi, komputer, kendaraan, hingga arsip vital. Proses pemindahan yang
mendadak menimbulkan risiko serius: pencatatan aset yang tidak akurat, perbedaan data sistem
dengan kondisi fisik, bahkan potensi hilang atau tertukarnya barang. BMN yang statusnya baik,
rusak ringan atau rusak berat juga membutuhkan penilaian ulang untuk mekanisme
penghapusan, sementara arsip-arsip vital memiliki resiko rawan rusak saat pengangkutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sebuah aksi perubahan yang berfokus pada
“MEKANISME PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM
KEADAAN DARURAT SEBAGAI DAMPAK PEMINDAHAN KANTOR PADA BADAN
STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM KEMENTERIAN HUKUM RI”. Aksi ini meliputi
penyusunan SOP pengelolaan BMN darurat yang komprehensif, penyusunan buku pedoman
praktis agar pegawai memiliki panduan yang jelas, serta pembentukan tim khusus melalui Surat
Keputusan (SK) Tim Penghapusan dan SK Tim Lelang untuk menangani aset yang rusak atau
sudah tidak layak pakai.

Selain itu, penguatan sistem informasi BMN yang terintegrasi dan real-time menjadi
langkah penting untuk memastikan data selalu akurat dan mudah diakses. Upaya ini juga akan
diperkuat dengan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM), penyediaan fasilitas pendukung,
serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dengan adanya langkah-
langkah ini, diharapkan pengelolaan BMN pada BSK Hukum tetap berjalan optimal meskipun
berada dalam situasi transisi, sekaligus menjaga kelancaran operasional dan transparansi
lembaga.



Proses pemindahan gedung yang mendadak membuat Badan Strategi Kebijakan Hukum
harus bekerja secara fleksibel dengan sistem WFH/WFA dan WFO di Gedung Sekretariat
Jenderal (lantai M1) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Lantai 2).
Permasalahan terbesar adalah pengelolaan BMN yang sebagian dipindahkan ke rumah dinas
Kepala Badan di Lebak Bulus dan sebagian lagi ke Gedung eks- Poltekip dan Poltekim Depok
yang masih direnovasi s.d. Desember 2025. Akibatnya, banyak aset mengalami kerusakan
karena tidak adanya gudang penyimpanan khusus.

Tantangan utama pengelolaan BMN dalam situasi darurat ini antara lain:

1.
2.

Data BMN belum terintegrasi dan mutakhir, sehingga pencatatan tidak akurat;

Sistem Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat belum tersedia, membuat
pengelolaan saat pindahan membingungkan karena tidak terarah;

Keterbatasan SDM terlatih, sehingga inventarisasi dan pengamanan aset tidak optimal;
Fasilitas penyimpanan sementara tidak memadai, meningkatkan risiko kerusakan atau
kehilangan;

Belum ada mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif, sehingga sulit
mengontrol pergerakan BMN; dan

Potensi gangguan layanan, karena asset vital sulit diakses atau digunakan.

B. Dasar Hukum

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

PP No.28 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
BMN/D;

Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.PL.05.05 Tahun
2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan
dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum; dan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang
Berfungsi Khusus di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1.

2.

SOP darurat dan buku pedoman yang jelas & teruji, prosedur komprehensif mencakup
perencanaan, evakuasi, pengamanan, inventarisasi ulang, dan pemulihan.
disosialisasikan dan dilatihkan secara berkala.

SDM Kompeten dan siap, tim khusus yang terlatih untuk mengambil keputusan cepat
dan mengelola BMN secara efektif.



. Fasilitas pendukung memadai, tersedia gudang sementara yang aman, transportasi, dan

perlengkapan inventarisasi.

Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, sistem untuk memantau kondisi BMN,
mengevaluasi efektivitas prosedur, dan melakukan perbaikan.

Kelancaran operasional, aset vital tetap tersedia sehingga pelayanan BSK Hukum tidak
terganggu.

Akuntabilitas dan transparansi, seluruh proses dikelola secara terbuka dan akuntabel
untuk mencegah penyimpangan.

D. Ruang Lingkup

Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, BSK Hukum meluncurkan sebuah aksi perubahan
yang fokus pada peningkatan mekanisme pengelolaan BMN. Ada tiga langkah utama yang

menjadi prioritas :

Penyusunan SOP Penanganan BMN dalam Keadaan Darurat (force majeure dan
perubahan organisasi).

Buku Pedoman pelaksanaan praktis guna mendukung kelancaran prosedur teknis, aset,
BMN agar proses pengelolaan BMN dalam keadaan darurat berjalan efektif dan efisien.
Pembentukan Tim Khusus BMN melalui SK Tim Penghapusan dan SK Tim Lelang.

E. Manfaat

Pedoman sebagai acuan resmi, Menjamin kesinambungan layanan, mengurangi risiko kerugian
negara, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMN. Maka manfaat dari pedoman ini

ialah sebagai berikut

1.

Bagi Individu Sekretariat Unit BSK Hukum - Semakin mudah dan memahami dengan
adanya SOP serta Target terhadap BMN dapat terpenuhi.

Bagi Organisasi BSK Hukum - Pemimpin dapat memperoleh hasil dari pembuatan SOP,
lalu dengan adanya SOP mempermudah dan mempercepat proses pindah kantor, Lelang
dan penghapusan BMN serta Mempermudah monitoring laju pergerakan proses pindah
Gedung dan monitoring terkait penghapusan dan lelang BMN.

Bagi Unit Eselon I Lainnya di Lingkungan Kemenkum - Dapat mengadopsi SOP
Pengelolaan BMN dalam Keadaan Darurat, Lalu sebagai pionir dalam ketepatan dan
kecepatan pengelolaan BMN serta sebagai percontohan bagi Unit Kerja lainnya.



BABII
PRINSIP DAN TATA CARA UMUM PENGELOLAAN BMN
DALAM KEADAAN DARURAT

A. Prinsip-prinsip dasar

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan asas utama dalam pengelolaan BMN. Setiap barang milik
negara harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun fisik. Dalam
keadaan darurat, seperti pemindahan kantor akibat perubahan organisasi, akuntabilitas
menuntut adanya dokumentasi yang lengkap, mulai dari inventarisasi, pencatatan, hingga
pelaporan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan
aset negara.

2. Transparansi

Prinsip transparansi menuntut keterbukaan informasi mengenai kondisi, jumlah, dan
status BMN. Transparansi mencegah potensi penyalahgunaan dan memudahkan
pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal. Penerapan transparansi diwujudkan
melalui pelaporan rutin, sistem pencatatan berbasis aplikasi SIMAK-BMN/SAKTI, serta
publikasi hasil audit internal. Transparansi ini sejalan dengan semangat UU No. 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Permenkeu No. 83/PMK.06/2016
mengenai tata cara pemusnahan dan penghapusan BMN.

3. Efisiensi dan Aktivitas

Pada kondisi darurat, pengelolaan BMN harus mempertimbangkan keterbatasan waktu,
biaya, dan sumber daya. Oleh karena itu, efisiensi menuntut pemanfaatan sumber daya
secara optimal, sedangkan efektivitas menuntut tercapainya tujuan dengan prosedur yang
tepat. Penerapan prinsip ini antara lain melalui perencanaan pemindahan yang matang,
penggunaan sistem digital untuk pencatatan, serta pengelolaan logistik secara terukur.
Prinsip ini juga ditegaskan dalam PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28 Tahun 2020
tentang Pengelolaan BMN/D.

4. Keamanan dan Keselamatan

Pemindahan kantor dan aset negara berpotensi menimbulkan risiko kerusakan atau
kehilangan. Oleh sebab itu, prinsip keamanan dan keselamatan menekankan perlindungan
terhadap BMN dari segi fisik maupun data. Hal ini mencakup prosedur pengemasan barang,
penggunaan transportasi yang aman, serta proteksi data digital. Selain itu, keselamatan
personel yang terlibat juga harus dijaga melalui penugasan yang jelas dan sesuai standar
operasional. Prinsip ini erat kaitannya dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Hukum
dan HAM Nomor M.HH-09.PL.05.05 Tahun 2015 mengenai pedoman pengelolaan BMN
di lingkungan Kemenkum.



5. Kontinuitas Layanan Publik

Meskipun berada dalam kondisi darurat, pelayanan publik tidak boleh terhenti. Oleh
karena itu, pengelolaan BMN harus diatur sedemikian rupa sehingga pemindahan dan
penataan kembali aset tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Prinsip ini
menekankan adanya koordinasi lintas unit, penetapan lokasi sementara (seperti penggunaan
gedung Ditjen AHU)), serta percepatan renovasi gedung baru. Penerapan prinsip ini selaras
dengan visi birokrasi pemerintah yang adaptif sebagaimana tertuang dalam Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025.

. Tata Cara Umum

1. Persiapan

Tahap persiapan meliputi pembentukan tim inventarisasi dan tim pemindahan gedung
melalui Surat Keputusan (SK), penyusunan jadwal kegiatan, serta penyiapan dokumen
pendukung. Inventarisasi BMN dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi SIMAN dan
SIMAK-BMN. Proses persiapan juga mencakup survei lokasi baru, baik gedung sementara
maupun gedung yang akan direnovasi, serta penyusunan justifikasi kebutuhan.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, seluruh kegiatan pemindahan BMN dilaksanakan sesuai SOP.
Proses ini mencakup pengecekan fisik barang, pengemasan, transportasi, hingga
penempatan kembali di lokasi baru. Koordinasi dengan Biro BMN, DJKN, dan
Kementerian PUPR dilakukan untuk memastikan kesesuaian aspek hukum, teknis, serta
anggaran. Seluruh tahapan pelaksanaan dicatat dalam laporan resmi untuk menjamin
akuntabilitas.

3. Pasca Pemindahan

Setelah barang dipindahkan, dilakukan rekonsiliasi data antara catatan fisik dengan data
aplikasi. Seluruh BMN diperiksa ulang kondisinya untuk memastikan tidak ada kerusakan
atau kehilangan. Laporan hasil pemindahan disusun secara berjenjang dan disampaikan
kepada pimpinan serta Kementerian Keuangan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi
kendala, risiko, maupun peluang perbaikan pada proses selanjutnya.

4. Penguatan

Tahap penguatan mencakup monitoring, audit internal, serta digitalisasi proses
inventarisasi dan pencatatan. Mekanisme pengawasan diperkuat melalui unit ad-hoc yang
bertugas memastikan pelaksanaan sesuai SOP dan bebas dari praktik kecurangan.
Penguatan juga dilakukan melalui pembelajaran berkelanjutan dari pengalaman
pemindahan, sehingga dapat menjadi best practice dalam tata kelola aset negara di
lingkungan Kemenkum.



BAB III
MEKANISME TURUNAN PEMINDAHAN GEDUNG BERDASARKAN SOP
PENGELOLAAN BMN DALAM KEADAAN DARURAT

A. Mekanisme Berdasarkan Turunan SOP

Pelaksanaan pengelolaan BMN dalam kondisi darurat akibat pemindahan kantor di Badan
Strategi Kebijakan Hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika organisasi Kementerian
Hukum dan HAM yang sekarang Menjadi Kementerian Hukum. Perubahan struktur organisasi
dan tata kerja (ORTA) yang berimplikasi pada pemecahan kelembagaan menimbulkan
kebutuhan akan relokasi. Pada tahap awal, unit kerja menumpang di gedung milik Ditjen AHU
sebagai solusi sementara. Sementara itu, renovasi gedung yang diperuntukkan bagi BSK
Hukum dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses ini menuntut tata kelola aset
yang tertib agar ketika gedung hasil renovasi ditempati, seluruh inventarisasi, pencatatan,
evaluasi, dan laporan dapat disajikan dengan matang serta bebas dari praktik kecurangan.
Dengan latar tersebut, enam mekanisme utama berikut menjadi turunan operasional yang harus
dipedomani:

1. Inventarisasi Aset/Barang Milik Negara (BMN) Badan Strategi Kebijakan Hukum.

Inventarisasi Aset/Barang Milik Negara (BMN) menjadi fondasi utama sebelum
dilakukan pemindahan. Tahap ini meliputi :

e Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum memberikan perintah kepada Kepala
Subbagian Tata Usaha untuk menyusun Surat Keputusan (SK) Tim Inventarisasi Aset
BMN pada lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum.

e Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun draf SK Tim Inventarisasi Aset BMN sebagai
bahan penetapan oleh pimpinan.

e Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim
Inventarisasi Aset BMN sebagai dasar pelaksanaan kegiatan inventarisasi.

e Kepala Bagian Umum bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga serta Tim
Inventarisasi Aset/BMN menyusun jadwal kegiatan inventarisasi dan menyiapkan
dokumen pendukung yang diperlukan.

e Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum menetapkan dokumen form inventarisasi
yang akan digunakan sebagai standar pencatatan.

e Tim Inventarisasi Aset/BMN menyiapkan Kartu Identitas Barang (KIB) yang
bersumber dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sebagai
acuan data awal.

e Kepala Bagian Umum bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga serta Tim
Inventarisasi Aset/BMN melakukan koordinasi internal untuk memastikan kelancaran
pelaksanaan inventarisasi.

e Tim Inventarisasi Aset/BMN melaksanakan pengecekan fisik Barang Milik Negara
(BMN) secara langsung di lapangan.



Kepala Subbagian Rumah Tangga melakukan pencocokan BMN dengan data pada
Kartu Identitas Barang (KIB) guna memastikan kesesuaian antara kondisi riil dan
catatan administrasi.

Tim Inventarisasi Aset/BMN melakukan pengisian form inventarisasi berdasarkan hasil
pengecekan dan pencocokan data BMN.

Kepala Bagian Umum menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan inventarisasi
Aset/BMN Badan Strategi Kebijakan Hukum kepada Sekretaris Badan Strategi
Kebijakan Hukum.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum menerima laporan hasil inventarisasi
Aset/BMN Badan Strategi Kebijakan Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan inventarisasi..

Mekanisme ini memastikan tidak ada aset negara yang luput dari pendataan, sekaligus

menjadi dasar pertanggungjawaban ketika aset dipindahkan ke lokasi sementara maupun ke

gedung baru.

2.

Proses Pemilihan Alternatif Pindah Gedung.

Sebelum menentukan lokasi kantor yang baru, untuk memastikan tempat sesuai dengan

kebutuhan, dan spesifikasi yang terstandarisasi maka perlu dilakukan diantaranya:

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum memerintahkan Kepala Bagian Umum
bersama Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menyusun Surat Keputusan (SK) Tim
Pemindahan Gedung Badan Strategi Kebijakan Hukum.

Kepala Bagian Umum bersama Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun draf SK Tim
Pemindahan Gedung Badan Strategi Kebijakan Hukum sebagai dasar pembentukan
tim.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim
Pemindahan Gedung Badan Strategi Kebijakan Hukum.

Kepala Bagian Umum bersama Tim Pemindahan Gedung melaksanakan pendataan
gedung eksisting serta melakukan penentuan ruangan yang akan digunakan.

Tim Pemindahan Gedung melakukan justifikasi kebutuhan pemindahan gedung Badan
Strategi Kebijakan Hukum berdasarkan analisis kebutuhan organisasi.

Kepala Bagian Umum bersama Tim Pemindahan Gedung melakukan koordinasi
dengan Biro Umum dan Biro BMN terkait pelaksanaan pemindahan gedung Badan
Strategi Kebijakan Hukum.

Kepala Bagian Umum bersama Tim Pemindahan Gedung melakukan koordinasi
dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat terkait aspek legalitas serta teknis kelayakan gedung Badan Strategi
Kebijakan Hukum.

Tim Pemindahan Gedung menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kebutuhan
renovasi gedung Badan Strategi Kebijakan Hukum.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum melakukan pengajuan anggaran sebagai
tindak lanjut hasil penyusunan RAB.



3.

Proses/Mekanisme Pindah Gedung Sementara.

Dalam hal gedung yang akan digunakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum belum

dapat digunakan karena adanya proses renovasi, pemeliharaan, atau kondisi lain yang

menyebabkan keterbatasan fungsi, maka pelaksanaan kegiatan sementara waktu dialihkan ke
gedung unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Hukum, dengan mempertimbangkan
ketersediaan ruang serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai;

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum memerintahkan Sekretaris Badan Strategi
Kebijakan Hukum bersama Bagian Umum untuk melakukan koordinasi dengan Biro
Umum dan Biro BMN terkait gedung eksisting di Unit Eselon I lainnya.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum bersama Bagian Umum melaksanakan
koordinasi dengan Biro Umum dan Biro BMN mengenai ketersediaan gedung eksisting
di Unit Eselon I lainnya.

Bagian Umum melakukan survei gedung eksisting di Unit Eselon I lainnya guna
memperoleh data kondisi fisik dan ketersediaan ruangan.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum menyampaikan laporan hasil survei
gedung eksisting Unit Eselon I lainnya kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum menyampaikan laporan hasil survei gedung
eksisting Unit Eselon I lainnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum menerima laporan hasil survei gedung
eksisting Unit Eselon I lainnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum memberikan persetujuan pemindahan gedung
sementara.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum memerintahkan Sekretaris Badan Strategi
Kebijakan Hukum untuk membentuk Tim Pindah Gedung Sementara serta menyiapkan
Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum memerintahkan Bagian Umum untuk
menyusun Surat Keputusan (SK) Tim Pindah Gedung Sementara dan Perjanjian Kerja
Sama (PKS).

Bagian Umum menyusun Surat Keputusan (SK) Tim Pindah Gedung Sementara dan
Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar hukum pelaksanaan pemindahan.
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim
Pindah Gedung Sementara dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Tim Pindah Gedung melakukan penentuan jadwal pemindahan serta pembagian tugas
kepada anggota tim.

Tim Pindah Gedung melaksanakan survei ruangan dan menyiapkan tempat di gedung
sementara untuk operasional.

Tim Pindah Gedung melakukan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) yang akan
dipindahkan.

Tim Pindah Gedung melaksanakan pemindahan Barang Milik Negara (BMN) ke
gedung sementara.
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Pemindahan dilaksanakan secara terkoordinasi agar pelayanan publik tetap berjalan,
meskipun berada di lokasi sementara.

4.

Proses/Mekanisme 1zin Melakukan Renovasi pada Gedung yang akan menjadi
Gedung Badan Strategi Kebijakan Hukum.

Pelaksanaan renovasi Gedung yang akan menjadi Gedung Badan Strategi Kebijakan
Hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan izin resmi dan harus dilaksanakan secara
berkesinambungan agar kondisi gedung layak digunakan, baik dari sisi fisik maupun legalitas.
Mekanisme yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum memerintahkan Sekretaris Badan Strategi
Kebijakan Hukum untuk melakukan koordinasi terkait rencana renovasi gedung Badan
Strategi Kebijakan (BSK) Hukum.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum melaksanakan koordinasi renovasi gedung
BSK Hukum dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum serta unit kerja terkait.
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum melaporkan hasil koordinasi renovasi
gedung BSK Hukum kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Kepala
Badan Strategi Kebijakan Hukum.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum menyampaikan surat permohonan izin
terkait penempatan eks Poltekip dan Poltekim kepada Sekretariat Jenderal Kementerian
Hukum.

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum memberikan disposisi kepada Kepala Badan
Strategi Kebijakan Hukum terkait penempatan gedung BSK Hukum.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum memerintahkan Kepala Bagian Umum
bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga untuk menyusun surat penempatan gedung
ke unit kerja sesuai disposisi Menteri.

Kepala Bagian Umum bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga membuat dan
menyampaikan surat penempatan gedung ke unit kerja kepada Sekretaris Badan
Strategi Kebijakan Hukum.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum menyetujui surat penempatan gedung ke
unit kerja sesuai disposisi Menteri.

Kepala Subbagian Rumah Tangga mengirimkan surat dari BSK Hukum kepada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum.

Sekretaris BPSDM Hukum menerima surat dari BSK Hukum dan menyampaikan untuk
dilakukan renovasi gedung.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum bersama Kepala Bagian Umum dan
Kepala Subbagian Rumah Tangga melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Teknis
dan Tim Ahli dari Kementerian PUPR untuk memperoleh rekomendasi teknis renovasi
gedung BSK Hukum.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum melakukan koordinasi dengan Sekretaris
BPSDM Hukum terkait izin renovasi, serta memerintahkan penyusunan draf Perjanjian
Kerja Sama (PKS).

Kepala Subbagian Rumah Tangga menyusun dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS).
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Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum menandatangani PKS antara BSK Hukum
dengan BPSDM Hukum.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum menerima laporan rekomendasi teknis
renovasi gedung BSK Hukum.

Renovasi berkesinambungan ini menjadi syarat mutlak agar saat gedung ditempati,
kondisi fisik maupun legalitasnya sudah sesuai ketentuan. Dan terakhir dapat menyertakan
lampiran berupa Berita Acara Serah Terima BMN sesuai pada lampiran.

5.

Mekanisme Pengadaan dan Pendistribusian Sarana dan Prasarana di Gedung Baru.

Mendukung operasional kantor di gedung baru memerlukan sarana dan prasarana yang
memadai. Ditandai dengan beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan diantaranya :

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum memerintahkan Kepala Subbagian Tata
Usaha untuk menyusun Surat Keputusan (SK) Tim Pengadaan dan Pendistribusian
Sarana dan Prasarana Barang.

Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun draf SK Tim Pengadaan dan Pendistribusian
Sarana dan Prasarana Barang.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum menetapkan SK Tim Pengadaan dan
Pendistribusian Sarana dan Prasarana Barang sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
Kepala Subbagian Rumah Tangga mencermati standar barang dan standar kebutuhan
Barang Milik Negara (BMN) yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan.
Tim Pengadaan dan Pendistribusian menyusun daftar barang pengadaan berdasarkan
standar kebutuhan yang telah ditetapkan.

Kepala Bagian Umum melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Sekretariat dan Panitia Barang Jasa (PBJ) BSK Hukum terkait pengadaan barang
yang dibutuhkan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaporkan hasil pengadaan barang/jasa kepada
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum memerintahkan Kepala Bagian Umum
untuk melakukan pengecekan BMN hasil pengadaan.

Kepala Bagian Umum memerintahkan Tim Pengadaan dan Pendistribusian untuk
menindaklanjuti pencatatan barang hasil pengadaan.

Tim Pengadaan dan Pendistribusian melakukan pencatatan barang pada aplikasi serta
memberikan kode barang (Nomor Urut Pendaftaran/NUP BMN).

Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan pendistribusian BMN eksisting ke
ruangan yang tersedia sesuai dengan peruntukannya

Tahap ini penting untuk memastikan semua fasilitas kantor terdistribusi merata, tercatat

rapi, dan siap digunakan pada gedung hasil renovasi.
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6. Mekanisme Pindah Gedung ke Gedung Baru.

Tahap terakhir adalah pemindahan permanen ke gedung yang sudah selesai direnovasi dan
siap digunakan. Proses ini meliputi :

e Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum memerintahkan Kepala Bagian Umum
bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Tim Pemindahan Gedung untuk
melakukan persiapan dan pengecekan terhadap ruangan serta fasilitas yang akan
digunakan oleh pegawai Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum.

e Kepala Bagian Umum bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Tim Pemindahan
Gedung melaksanakan persiapan dan pengecekan terhadap ruangan serta fasilitas yang
akan digunakan oleh pegawai BSK Hukum.

e Kepala Bagian Umum menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengecekan
kesiapan ruangan dan fasilitas kepada Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum.

e Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum memerintahkan Kepala Bagian Umum
untuk menyusun surat edaran terkait proses pelaksanaan pindah ke gedung yang baru.

e Kepala Bagian Umum bersama Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun surat edaran
proses pelaksanaan pindah ke gedung yang baru.

e Sckretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum menandatangani surat edaran terkait
proses pelaksanaan pindah ke gedung yang baru.

e Tim Pemindahan Gedung melaksanakan pemindahan Barang Milik Negara (BMN)
eksisting ke ruangan yang tersedia sesuai dengan peruntukannya.

Tahap ini sekaligus menjadi momen akhir dari rangkaian panjang penyesuaian akibat
perubahan organisasi, dari yang menumpang sementara di Ditjen AHU hingga akhirnya
menempati gedung baru yang representative sehingga nantinya dapat menghasilkan Laporan
Akhir  Pengelolaan BMN  (rekapitulasi seluruh  kegiatan sebagai  dokumen
pertanggungjawaban) sesuai dokumen terlampir pada lampiran.
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BAB IV
PENUTUP

Pedoman Pengelolaan BMN dalam Keadaan Darurat sebagai Dampak Pemindahan
ruangan Kantor pada BSK Hukum ini ditetapkan sebagai acuan bagi Badan Strategi Kebijakan
Hukum Kementerian Hukum dalam melaksanakan pemindahan kantor dan pengelolaan aset
negara secara tertib. Pedoman ini bersifat adaptif, artinya ketentuan yang tertuang di dalamnya
dapat disesuaikan dengan dinamika organisasi maupun perkembangan regulasi. Seiring waktu,
mekanisme dan instrumen pendukungnya diharapkan semakin disempurnakan untuk
memperkuat tata kelola BMN yang akuntabel, transparan, dan bersih dari praktik
penyimpangan. Oleh karena itu, evaluasi berkala atas pelaksanaannya menjadi hal yang mutlak
dilakukan.

Demikianlah pedoman ini disusun. Besar harapan agar dokumen ini dapat menjadi
panduan praktis bagi seluruh jajaran Badan Strategi Kebijakan Hukum, unit kerja Kemenkum,
serta pemangku kepentingan lain yang terkait dalam proses pemindahan kantor maupun
pengelolaan aset negara. Dengan pedoman ini, setiap langkah diharapkan berjalan lebih
terarah, tertib, dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan di masa
mendatang.

Jakarta, 3 September 2025

SEKRETARIS BADAN STRATEGI
KEBIJAKAN HUKUM

DWIHARNANTO

14



REFERENSI

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020.

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-
09.PL.05.05 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.

. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Peningkatan Pengelolaan
Barang Milik Negara dalam Keadaan Darurat sebagai Dampak Pemindahan Gedung
Badan Strategi Kebijakan Hukum (2025).

. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). Rancangan
Pedoman Pengelolaan BMN dalam Keadaan Darurat. Jakarta: Badan Strategi Kebijakan
Hukum.

15



LAMPIRAN 1.
SOP INVENTARISASI ASET/BARANG MILIK NEGARA (BMN) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

SEKRETARIAT BADAN
BAGIAN UMUM

Nomor SOP

PPH.1-0T.02.02-19

Tanggal Pembuatan

25 Agustus 2025

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif -

Disahkan oleh

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum

Phe
[t

DWI HARNANTO, S.P., M.Si.
NIP. 197206201997031001

Nama SOP

SOP INVENTARISASI ASET/BARANG MILIK NEGARA (BMN)
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

2
3
4

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
PP No.28 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D

Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.PL.05.05 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Hukum

1

Mengetahui peraturan-peraturan terkait Penghapusan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Negara

2 Mengetahui dan mengetahui proses bisnis pengelolaan Barang Milik Negara

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1
2
3
4

5

SOP Makro Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian
SOP Penyusunan Usulan Penghapusan Barang Milik Negara
SOP Pengajuan Usulan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara

SOP Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara dengan Nilai Perolehan Sampai Dengan 100 Juta
Rupiah Dengan Mekanisme Penjualan

SOP Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara

1

2
3
4

Dokumen Penghapusan, Pemindahtangan dan Pemusnahan Barang Milik Negara
Peralatan komputer dan jaringan internet

Data dan informasi organisasi

Dokumen kegiatan

5 ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendaftaran

1

2

Agar Pelaksanaan Penghapusan, Pemindahtangan dan Pemusnahan Barang Milik Negara sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terhambatnya dokumen pelaporan kinerja.

Laporan kegiatan
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SOP INVENTARISASI ASET/BARANG MILIK NEGARA (BMN)
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUEKUM

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas i Ket.
Sekretaris Kepala Kepal_a K&pal_a Tlm_ - Persyaratan/
Badan Bagian Umum Subbagian Subbagian Inventarizsasi Kelengkapan Waktu Output
g Rumah Tangga Tata Usaha Aset/BMN gkapa
Memerintahkan untuk menyusun Surat m
1 |Keputusan (SK) Tim Inventarisasi Aset Lembar Disposisi 10 Menit Disposisi, Penugasan
EMM Badan Sirategi Kebijakan Hukum
Menyusun draf Surat Keputusan (SK) — Draf surat Keputusan (5K}

Komputer, printer dan

Tim Inventarisasi Aset BMN

2 ;'tm t'“".e:;;ahr.'.sf' "‘:“'LBM" Badan ATK 1 Hari Badan Strategi Kebijakan
rategi ijakan Hukum | Hukum
Menetapkan Surat Kepufusan (SK) Tim T . Surat KegLﬂus_.an (SK) Tim
3 |Inventarisasi Aset BMM Badan Strategi Komputer, printer dan 10 Menit Inventarisasi Aset BMN
Kebiiakan Huk g ATE Badan Sirategi Kebijakan
ebijakan Hukum Y Hukum
| | |
a Menyusun jadwal dan menyiapkan Iil I—:| Komputer, printer dan 1 Hari Dokurmen jadwal dan
dokumen pelindung ATE dokumen pelindung
—
. L Komputer, printer dan - . L
5 |Menetapkan dokumen form inventarisasi ATK 1 Hari Dokumen form inventarisasi
|
Menyiapkan Kartu |deniitas Barang (KIB) Cokumen Kartu ldenfitas
6 yang bersumber dari aplikasi Sistem Komputer, printer dan 10 Menit Barang (KIB) yang
Informasi Manajemen Aset Negara ATK bersumber dari aplikasi
(SIMAN) [ T SIMAN
| * ||| ]
7 Melaksanakan koordinasi dengan Komputer, printer dan 1 Hari Undangan Rapat

internal TIM

ATK
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Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Sekretaris Kepala Kepala Kepala Tim Persyaratan/ Ket.
Badan Bapian Umum Subbagian Subbagian Inventarizasi S Walktu Output
o Rumah Tangga Tata Usaha Aset/BMN gkapa
3 Melakukan pengecekan fisik Barang 1 Komputer, printer dan 2 Hari Dokumen fisik Barang Milik EDITED -
Milik Negara (EMM) secara langsung _/,J 7 ATK MNegara (EMMN) mindah kotak 1
I
Melakukan pencocokkan Baramg Milik T . Dokumen kelengkapan
9 |Megara (BMN) dengan Kartu Identitas Kumpute;Tplzmlerdan 3 Hari inventarisasasi Aset/Barang
EBarang (KIB) v Milik Megara (BMMN)
Komputer. orinter dan Dokumen kelengkapan
10 [Melakukan pengisian form inventarisasi p .ﬂ\ITpK 1 Hari inventarisasasi Aset/Barang
Milik Megara (BMN)
Melaperkan pelaksanaan inventarisasi Laporan pelaksanaan
1 Aset/Barang Milik Negara (EMN) Badan Komputer, printer dan 1 Jam inventarisasi Aset/Barang
Strategi Kebijakan Hukum kepada ATK Milik Negara (EMM) Badan
pimpinan langsung Strategi Kebijakan Hukum
Menerima laporan pelaksanaan Komputer, printer dan inul'_:lft:?:a:?:;:t?E:la:n
12 [inventarisasi Aset'Barang Milik Negara p iy 10 Menit 9

{EMMN) Badan Strategi Kebijakan Hukum

ATK

Milik Megara (EMN) Badan
Strategi Kebijakan Hukum
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LAMPIRAN 2.
SOP PROSES PEMILIHAN ALTERNATIF PINDAH GEDUNG

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

SEKRETARIAT BADAN
BAGIAN UMUM

Nomor SOP PPH.1-0T.02.02-20

Tanggal Pembuatan 25 Agustus 2025

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif -

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum

. ~-J] [
Disahkan oleh JTe ey

_? A
6WI HARNANTO, S.P., M.Si.
NIP. 197206201997031001

Nama SOP SOP PROSES PEMILIHAN ALTERNATIF PINDAH GEDUNG

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 PP No.28 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D
4

Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Negara

5 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara

6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.PL.05.05 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Hukum

1 Mengetahui peraturan-peraturan terkait Penghapusan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Negara
2 Mengetahui dan mengetahui proses bisnis pengelolaan Barang Milik Negara

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Makro Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian
2 SOP Penyusunan Usulan Penghapusan Barang Milik Negara
3 SOP Pengajuan Usulan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara

4 SOP Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara dengan Nilai Perolehan Sampai Dengan 100 Juta
Rupiah Dengan Mekanisme Penjualan

5 SOP Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara

1 Dokumen Penghapusan, Pemindahtangan dan Pemusnahan Barang Milik Negara
2 Peralatan komputer dan jaringan internet

3 Data dan informasi organisasi

4 Dokumen kegiatan

5 ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendaftaran

1 |Agar Pelaksanaan Penghapusan, Pemindahtangan dan Pemusnahan Barang Milik Negara sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku

2 |Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terhambatnya dokumen pelaporan kinerja.

Laporan kegiatan
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S0P PROSES PEMILIHAN ALTERNATIF PINDAH GEDUNG

Pelaksana Mutu Baku
Na. Aktivitas i . Ket.
Sekretaris Kepala Kepalfx T'm Biro Umum dan DJKN da.n Persyaratan/
Badan Bagian Umum Subbagian Pemindahan Biro EMN Kementerian T Waktu Output
o Tata Usaha Gedung PUPR gkapa
Memerintahkan untuk menyusun Surat
Keputusan (SK) Tim Pemindahan m . - . ; L
1 Gedung Badan Strategi Kebijakan Lembar Disposisi 10 Menit Disposisi, Penugasan
Hukum T 1
¥ lr Diraf surat Keputusan (SK)
hl'!enyusu_n draf Surat Keputusan (3K) . ‘ |4_ Komputer, printer dan : Tim Pemindahan Gedung EDITED -
2 |Tim Pemindahan Gedung Badan Strategi ATK 1 Hari Badan Strategi Kebijakan nambah kotak
Kebijakan Hukum di kolom D
,__I Hukum
Menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim T Komputer orinter dan Surat Keputugan (SK) Tim
3 |Pemindahan Gedung Badan Strategi w .ﬂ:TDK 10 Menit Pemindahan Gedung Badan
Kebijakan Hukum Y Strategi Kebijakan Hukum
| |
Melakukan pendataan gedung eksisting Iil Komputer, printer dan Dokumen pendataan
4 dan penentuan ruangan ATK 3 Hari ﬁzg:zfﬂ:ﬁi::g;ﬂn
|
R . Ij:l Dokumen justifikasi
Mela_kulcan Justifikasi kebutuhan ) Komputer, printer dan : kebutuhan pemindahan
5 |pemindahan gedung Badan Sirategi ATK 2 Hari gedung Badan Strategi
Kebijakan Hukum Kebijakan Hukum
o r 3 Dokumen justifikasi
Mela.kukan koordinasi pelaksanaanl Komputer, printer dan . kebutuhan pemindahan
6§ |pemindahan gedung Badan Strategi ATK 2 Hari gedung Badan Strategi
Kebijakan Hukum : . Kebijakan Hukum
| ] ‘
S Dokumen jusfifikasi
MBIa.kukan konrdl_nam lentang aspek Komputer, prinfer dan . kebutuhan pemindahan
7 |legalitas dan teknis kelayakan gedung 2 Hari

Badan Strategi Kebijakan Hukum

ATK

gedung Badan Strategi
Kebijakan Hukum
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Pelaksana Mutu Baku
Ll Sekretariz Kepala i pala_a '_I'|m Biro Umum dan DL da_n Persyaratan/ biEE
Badan Bagian Umum Subbagian Pemindahan Birc BMN Kementerian Kelengkanan Waktu Output
9 Tata Usaha Gedung PUPR gkapa

Menyusun Rencans Anggaran Bisya (RAEB) : -l
kebutuhan renovasi gedung Badan Si;stegi d-"'l Komputer, printer dan 1 Hari Dokumen .R&ncana I_EDlTED -
Kebijskan (BSK) Hukum ATK Anggaran Biaya (RAB) mindah no 1

. i : j Komputer, printer dan . Dokumen Rencana
Melakuks Selesai

elskukan pengsjuan anggaran ATK 10 Menit Anggaran Biaya (RAB)
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LAMPIRAN 3.
SOP PROSES/MEKANISME PINDAH GEDUNG SEMENTARA

Nomor SOP PPH.1-0T.02.02-21

Tanggal Pembuatan 25 Agustus 2025

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif -

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum

PENGAYOMAN

Disahkan oleh

. N
Pheo)/

DWI HARNANTO, S.P., M.Si.
NIP. 197206201997031001

KEMENTERIAN HUKUM
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

SEKRETARIAT BADAN Nama SOP SOP PROSES/MEKANISME PINDAH GEDUNG SEMENTARA
BAGIAN UMUM
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1 Mengetahui peraturan-peraturan terkait Penghapusan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Negara
2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2 Mengetahui dan mengetahui proses bisnis pengelolaan Barang Milik Negara
3 PP No.28 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D
4 Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan

Barang Milik Negara

5 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara

6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.PL.05.05 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Hukum

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 SOP Makro Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian 1 Dokumen Penghapusan, Pemindahtangan dan Pemusnahan Barang Milik Negara
2 SOP Penyusunan Usulan Penghapusan Barang Milik Negara 2 Peralatan komputer dan jaringan internet
3 SOP Pengajuan Usulan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara 3 Data dan informasi organisasi
4 4

SOP Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara dengan Nilai Perolehan Sampai Dengan 100 Juta Rupiah Dokumen kegiatan

Dengan Mekanisme Penjualan

5 SOP Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara 5 ATK
Peringatan Pencatatan dan pendaftaran
1 |Agar Pelaksanaan Penghapusan, Pemindahtangan dan Pemusnahan Barang Milik Negara sesuai dengan Laporan kegiatan

peraturan dan ketentuan yang berlaku
2 |Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terhambatnya dokumen pelaporan kinerja.
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50F PROSES/MEKANISME PINDAH GEDUNG SEMENTARA

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas . . . . : Ket.
Sekrefaris Kepala Sekrefaris Bagian Tim Pindah | Birc Umum dan Persyaratan/ Wakhu Output
Jenderal Badan Badan Urnumn Gedung Birc BMN Kelengkapan P
Memerintahkan wrtuk melakubksan
1 |koordinasi terkait gedung eksisting di Unit, m Lembar Disposisi 10 Menit Disposisi, Penugasan
eselon 1 lainnya
1 | 1
Melaksanakan koordinasi terkait gedun : + !
" o A . gacung Komputer, printer dan - Dokurmen pendataan
2 |eksisting di Unit eselon 1 lainnya dengan ATH 1 Hari edunn ksiztin
Birg Umum dan Biro BMM g g g
I
3 Melakukan survey gedung eksisting Unit Fomputer, printer dan 1 Hari Dokurnen pendatasn
Eselon 1 lainnya ATH gedung eksisting
[E—
Menmyampaikan laporan hasil sureei Kormputer, printer dan Laporan hasil survei
4 | geclung eksisting Unit E=slon 1 lsinnys e, 18Menit | pendstazn gedungeksisting
g 5 5 ¥ Unit Eselon 1 lainnya
—
. . R - Lapaoran hasil surei
5 Merqampal!cs.n Iap-::r.an hasil survei Komputer, printer dan 10 Menit pendstaan gedungeksisting
gedung eksisting Unit Eselon 1 lainnya ATE . .
Unit Eselon 1 lainnya
—
Menerima laporan hasil survei gedu Komputer, printer dan Laparan hasil survei
B eksistin LlniI:I Eselon 1 lainn e i ATF}'{ 10 Manit pendataan gedungeksisting
9 va Unit Eselon 1 lainnya
\ T
7 | Memberikan persatujuan pindsh gedung Lembar Disposisi 10 Benit Disposisi
b
——
Memerintahkan wuntuk bentuk Tim Pindah
g | Gedung Sementara dam Perjanjuan Kerja Lembar Disposisi 10 Menit Disposisi, Penugasan
Sama (FKE)
—
Memerintshkan wntuk menyusun Surat
Keputusan (SK) Tim Findah Geadung . .. ; . ..
B Sementars dan Perjanjusn Kerja Sama Lembar Disposisi 10 Menit Disposisi, Penugasan
(PKS) R
Dioumnen draf Surat
Meryusun Surat Keputusan {SE) Tim . Keputusan [SK) Tim Pindzh
10 | Pindah Gedung Sementara dan L] Kﬂmpu‘heJ;:TpKnnter dan 1 Hari Gedung Sementara dan
Perjanjian Karja Sama (FKS) L ] Perjanjusn Kerja Sama
(PKS)




Pelaksana Mutu Baku
e L LERLIEE Sekretaris Kepala Sekretaris Bagian Tim Pindah Birc Umum dan Persyaratan/ Walktu Outout b5
Jenderal Badan Badan Umum Gedung Eirc BMN Kelengkapan -
1
. Surat Keputusan (SK) Tim
M!E”Etapkﬂn Surat Keputusan (SK) Tim ) Komputer, printer dan ; Findah Gedung Sementara
11 | Pindah Gedung Sementara dan 10 Menit - .
o - ATH dan Perjanjuan Kerja Sama
Perjanjusn Kerja Sama (PHS)
(PKE)
Melakukan penentuan jadwal pindsh dan Komputer, printer dan - Dokumen jadwal pindahdan
12 ; 1 Hari .
pembagian tugas ATH pembagian tugas
13 Melakukan survey ruangan dan Komputer, printer dan 2 Hani Dokumen survey nuesngan
menyiapkan tempat di gedung sementars ATH gedung sementara
| Diokumen Inventarisasi
14 Melakukan Inventarisasi Barang Milik Komputer, printer dan 2 Hani Barang Milik Megara (BMM)
Megara (BMM) ATH gedung Badan Strategi
Kebijakan Hukum
15 Melaksanakan pemindahan Barang Milik @ Komputer, printer dan 1 Hari Data Barang Milik Megars

Megara (BMM)

ATK

(BMM)
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LAMPIRAN 4.
SOP PROSES/MEKANISME IZIN MELAKUKAN RENOVASI PADA GEDUNG YANG AKAN MENJADI GEDUNG
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

SEKRETARIAT BADAN
BAGIAN UMUM

Nomor SOP

PPH.1-0T.02.02-22

Tanggal Pembuatan

25 Agustus 2025

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif -

Disahkan oleh

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum

)

'7'.;:'/‘!@ c»«u’)_

/

WI HARNANTO, S.P., M.Si.
.NIP. 197206201997031001

Nama SOP

SOP PROSES/MEKANISME IZIN MELAKUKAN RENOVASI PADA GEDUNG YANG
AKAN MENJADI GEDUNG BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 PP No.28 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D
4

Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Negara

5 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara

6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.PL.05.05 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Hukum

1

Mengetahui peraturan-peraturan terkait Penghapusan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Negara

2 Mengetahui dan mengetahui proses bisnis pengelolaan Barang Milik Negara

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Makro Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian
2 SOP Penyusunan Usulan Penghapusan Barang Milik Negara

3 SOP Pengajuan Usulan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara

4

SOP Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara dengan Nilai Perolehan Sampai Dengan 100 Juta Rupiah
Dengan Mekanisme Penjualan

5 SOP Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara

1
2
3
4

5

Dokumen Penghapusan, Pemindahtangan dan Pemusnahan Barang Milik Negara
Peralatan komputer dan jaringan internet

Data dan informasi organisasi

Dokumen kegiatan

ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendaftaran

1 |Agar Pelaksanaan Penghapusan, Pemindahtangan dan Pemusnahan Barang Milik Negara sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku

2 |Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terhambatnya dokumen pelaporan kinerja.

Laporan kegiatan
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S0P PROSE S/MEKANISME IZIN MELAKUKAN RENOVA 51 PADA GEDUNG YANG AKAN MENJADI GEDUNG BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

Pelaksana Mutu Baku
Mo, Aktivitas Ket.
Menteri Sekretaris Kepala Sekretaris Kepala Kepal? Persyaratan/
. Subbagian Waktu Crutput
Hukum Jenderal Badan Badan Bagian Umum Kelengkapan
Rumah Tangga
Memerintahkan koordinasi removasi
1 |gedung Badan Strategi Kebijakan [BSK) m Lembar Disposisi 10 Menit Disposisi, Penugasan
Hukuwm
——
Melaksanakan koordinasi renowvasi
- |gedung Badan Strategi Kebijakan [BSK) Kiomputer, printer dan
“ | Hukum dengan Sekretariat Jenderal dan ATH 3 Jam Undangsn Repat
unit kerja terkait i r
Melaporkan hasil koordinasi renowasi r::gar:.in ;:j:l.ln'sm::;ﬂasr:
gedung Badan Strategi Kebijakan (BSK) . . ; ) »
3 Hukum dengan Sekretarist Jenderal unit Lembar Disposisi 10 Menit Sirategi Kebijskan (BE_K]
karia terkait Hukum dengan Sekretsrist
1l e Jenderal
Menyampaikan surat permohonan gin . Surat permohonan gedung
4 |terksit penempsatan &x Poltzkip dan K""“"“te‘;T"K""t” dan 10 Menit Badan Strategi Kebijzkan
Poltekim (B5K) Hukum
I
Mendisposisikan penempatan gedung . - . . -
¥ | Badan Stratagi Kebijskan (BEK) Hukum Lembar Disposisi 10 Menit Disposisi
L
1
Memerintahan membuat surat
& |penempatan gedung ke unit kerja sesuai Lembar Disposisi 10 Menit Disposisi, Penugasan
disposisi Menteri
| ]
i
Memerinmtahkan untuk membuest surat [ ! . Membut draf surst .
. . ] Komputer, printer dan ; penempatan gedung ke wnit
T |penempsatan gedung ke unit kerja sesuai | 10 Menit . - L
dispasisi Mentari ATH kerja sesuai disposisi
po Menteri
r
Surat ts d
Meryetujui surat penempatan gedung ke \ T Fomputer, primter dan N urdl penempatan gedung
g ) . ST o - 10 Menit ke unit kerja sesusidisposisi
unit kerja sesuai disposisi Mentari ATH .
Mentzri
Y
1
Mengirimkan surat dari Badan Strategi Surat penempatan gedung
o Kebijakan (BEK]) Hukum ke Badan Komputer, printer dan 3 Jam ke unit kerja sesusidisposisi

Pengembangan Sumber Daya Manusiz
[BPSDM) Huboum

ATH

Merteri
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Pelaksana Mutu Baku
e L LN Menteri Sekretaris Kepala Sekretaris Kepala Sliebp:gliaan Persyaratan/ Waktu Output =
Hukum Jenderal Badan Badan Bagian Umum Rumah Tangga Kelengkapan
Menerima surat dari Bedan Strategi Surat penempoatan qedun
Kebijakan (BSK) Hukum dan Komputer, printer dan . 't pEnempatan geaung
10 . . 1 Hari ke unit kerja sesuaidisposisi
memyampaikan untuk dilsksanaksan ATH .
} Menteri
renovasi gedung
Melsksanakan rapat dan berkoordiasi I,
dengsan Tim Teknis, Tim Ahli dari l .
11 | Kementerian PU unfuk membsrikan | | ‘ | Kcmpu‘beﬁr‘._rﬁnter dan 3 Jam Undangan Rapat
rekornendasi teknis gedung Badan I:I
Strategi Kebijakan (BSK) Hulum
Melskukan koordinasi dengan Sskretaris
Badan Pengembangan Sumber Daya .
12 | Manusis (BPSDM) Hukum terksit ijin K"m"”he‘:Tﬁm” dan 3 Jam Undangan Rapat
rengvasi dan memerintahkan untuk
menyusun draf PKS
13 Meryusun dokumen Perjanjian Kerja Komputer, printer dan 1 Hari Dokumen Ferjanjian Kerja
Sama (FPKS) ATHE Sama (PKS)
Menandatangani Perjanjian Kerja Sama
[PKZ) antara Badan Strategi Kebijakan T X N .
14 | (BSK) Hukum dengan Badan Kcmpuhe‘:_rwnter dan 10 Meanit Dokum:ﬁen PE'?;E;'” Kerja
Pengembangan Sumber Daya Manusia ama i }
(BPSDM) Y
Menerima laporan rekomedasi teknis - Komputer orinter dan Laporam rekomedasi teknis
15 | gedung Badan Strategi Kebijakan [BSK) puter. p 10 Meanit gedung Badan Strategi

Hukuwm

ATHE

Kebijakan (B5K) Hukum
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LAMPIRAN S.
SOP MEKANISME PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SARANA DAN PRASARANA DI GEDUNG BARU

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

SEKRETARIAT BADAN
BAGIAN UMUM

Nomor SOP PPH.1-0T.02.02-23

Tanggal Pembuatan 25 Agustus 2025

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif -

Disahkan oleh

" Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum

4
e

DWI HARNANTO, S.P., M.Si.
NIP. 197206201997031001

Nama SOP

SOP MEKANISME PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SARANA DAN
PRASARANA DI GEDUNG BARU

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

A O N

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

PP No.28 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D

Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.PL.05.05 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Hukum

1
2

Mengetahui peraturan-peraturan terkait Penghapusan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Negara
Mengetahui dan mengetahui proses bisnis pengelolaan Barang Milik Negara

Keterkaitan

F-'eralatanlperlengkapan

1

SOP Makro Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian

1

Dokumen Penghapusan, Pemindahtangan dan Pemusnahan Barang Milik Negara

2 SOP Penyusunan Usulan Penghapusan Barang Milik Negara 2 Peralatan komputer dan jaringan internet
3 SOP Pengajuan Usulan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara 3 Data dan informasi organisasi
4 SOP Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara dengan Nilai Perolehan Sampai Dengan 100 Juta 4 Dokumen kegiatan
Rupiah Dengan Mekanisme Penjualan
5 SOP Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara 5 ATK
Peringatan Pencatatan dan pendaftaran
1 |Agar Pelaksanaan Penghapusan, Pemindahtangan dan Pemusnahan Barang Milik Negara sesuai dengan Laporan kegiatan
peraturan dan ketentuan yang berlaku
2 |Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terhambatnya dokumen pelaporan kinerja.
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S0P MEKANISME PENGADAAN DAN PENDISTRIBU 5IAN SARANA DAN PRASARANA DI GEDUNG BARU

Pelaksana Mutu Baku
[ Aktivitas Kepala Kepala Tim Pengadaan Pejabat Kat.
Sekretaris Kepala - . Pembuat Persyaratan!
Badan Bagian Umum S Sy dan Komitmen Helengkapan Waktu Output
B Rumah Tangga| TataUsaha | Pendistribusian {PPK) b=z
Memerintshkan untuk menyusun Surat
Keputusan (3K) Tim Pengadaan dan m ’ . o . .

1 Fendictribusian Sarana dan Pracsrans Lembar Disposisi 10 Menit Disposisi, Penugasan

Barang 1
Dokumen draf Surat
Menyusun Surat Keputusan {SE} Tim . Heputusan (SE) Tim
2 |Pengadaan dan Pendistribusian Sarana KﬂmPU1EL:.IF£neran 1 Hari Fengadaan dan
dan Prasarana Barang Fendistribusian Sarana dan
[ Frasarana Barang
) Surat Keputusan {5K) Tim
= T )

5 E_net?jpkandﬁur;t K:;i:tubsan ng:I Tim Komputer, printer dan 10 Menit Fengadaan dan

den ?:a =an anEI endisincusian sarana ATE ; Pendistribusian Sarana dan
an Prasarana Barang ¥ Prasarana Barang
|
Mencermati standar I:l-_arang dan standar ) Dokumen standar barang
kebutuhan Barang Milik Megara Komputer, printer dan .

4 . ] ' 2 Hari dan standar kebutuhan
[EMM)yang masih berlaku sesuai ATH _.
ketentuan . BMM yang masih berlaku

5 Membust daftar barang pengadaan Kaamputer, printer dan 1 Hari Diakumen dsftar barang
barang ATE penpgadaan barang
Melakukan keordinasi dengan Pejabat

g FPembuat Komitmen (PPE) Sekretariat Komputer, printer dan 1 Hari Dakumen dafiar barang
dan Panifia Barang Jazs (PBJ) BSK ATK penpadaan barang
Hukurn terkait barang yang diadakan 1
Mzlaporkan hasil pengadsan _— -

7 |barang/jasa kepada Sekretaris selaku K{:-mpme;_ll:lélnt_rdan 1 Hari LapGrElﬂb::i" ?:zgadaan
Kuasa Pengguna Angparan (KPA) | Bl
Memerintahkan untuk melakukan

& |pengecekan Barang Milik Megara (BMN) Lembar Disposisi 10 Menit Disposisi, Penugasan
hasil i

asil pengadaan —

g Memerintahkan untuk menindakdanjuti Lembar Disposisi 10 Menit Disposisi, Penugasan

pencatatan
]

1o |Mencatat barang pada aplikasi dan Komputer, printer dan 1 Hari Dokumen daftar barang
memberikan kode barang (NUP BMMN) ATE pengadsan barang
Mzlakukan Pendistribusian Barang Milik _—

11 | Nagars (BMN) =ksisting di rusngan yang Komputer, printer dan 1 Hari Dokumen daftar barang

tersadia sesuai dengan peruntukannya

ATH

penpgadaan barang
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LAMPIRAN 6.
SOP MEKANISME PINDAH GEDUNG

Nomor SOP PPH.1-0T.02.02-18

Tanggal Pembuatan 25 Agustus 2025

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif -

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum

PENGAYOMAN

Disahkan oleh T o G U

f

DWI HARNANTO, S.P., M.Si.
NIP. 197206201997031001

KEMENTERIAN HUKUM
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

SEKRETARIAT BADAN Nama SOP SOP MEKANISME PINDAH GEDUNG
BAGIAN UMUM
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1 Mengetahui peraturan-peraturan terkait Penghapusan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Negara
2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2 Mengetahui dan mengetahui proses bisnis pengelolaan Barang Milik Negara
3 PP No.28 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D
4 Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan

Barang Milik Negara

5 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara

6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.PL.05.05 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Hukum

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 SOP Makro Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian 1 Dokumen Penghapusan, Pemindahtangan dan Pemusnahan Barang Milik Negara
2 SOP Penyusunan Usulan Penghapusan Barang Milik Negara 2 Peralatan komputer dan jaringan internet
3 SOP Pengajuan Usulan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara 3 Data dan informasi organisasi
4 4

SOP Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara dengan Nilai Perolehan Sampai Dengan 100 Juta Rupiah Dokumen kegiatan

Dengan Mekanisme Penjualan

5 SOP Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara 5 ATK
Peringatan Pencatatan dan pendaftaran
1 |Agar Pelaksanaan Penghapusan, Pemindahtangan dan Pemusnahan Barang Milik Negara sesuai dengan Laporan kegiatan

peraturan dan ketentuan yang berlaku
2 |Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terhambatnya dokumen pelaporan kinerja.
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50F MEKANISME PINDAH GEDUNG

Pelaksana Mutu Baku
Ho. Aktivitas Ket.
Sekretaris Kepala Kapala Kapala Tim Pemindanan Persyaratan/
Badan Baglan Umum Zubbaglan Subbaglan Gedung Kelengkapan Wakiu Cutput
Rumah Tangga Tata Usaha
Memerintahkan untuk persiapan dan
pengecekan terhadap ruangan dan
1 |fasilitas yang skan digunzkan cleh m Lembar Disposisi 10 Menit Disposisi, Penugasan
pegawsi Badan Strategi Kebijakan [BEK)
Hulkwurn ' r '
: 1 Dokumen persispan dan
Melakukan persiapan danfeng&c&kﬂn 1 . pengecekan terhadap
terhadap ruangan dan fasilitas yang akan Fomputer, primter dan - o
21 B ; 1 Hari ruangan dan fasilitas yang
digunakan oleh pegswai Badan Strateqi ATE "
Kebijakan (BSK) Hukum | skan digunakan cleh
! l pegawsi Badan Strategi
3 Melaporkan hasil pengecekan kesiapan I:I Komputer, printer dan 10 Menit
ruangan dan fasilitas ATH
—
Memerintahkan wrtuk membuest surat
4 ledaran terksit proses pelaksanaan Lembar Disposisi 10 Menit Dizposisi
pindah ke Gadung yang baru
]
Membust surat edaran proses E':I .
§ |pelaksanaan pindah ke Gedung yang I_:I Kcmpute‘;TpKnnter dan 2 Hari Surat edaran
baru
—]
Menandatangani surat edaran terkait T .
G |proses pelaksanasan pindah ke Gedung Kcmpute‘;TpKnnter dan 1 Hari Surat edaran
yang baru ¥
L
Metsksanakan |:||n|:.|a|.1 Eler.ang Milik Fomputer, primter dan B} Diokurnen daftar barang
Megara (BMM) eksisting di ruangan yang 1 Hari

tersedia sesuai dengan peruntukannys

ATK

pengadaan barang
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